
1. Pasal 18 ayat (6} Undang-undang 
Republiklndonesia Tahun 1945; 

2. Undang-Undang Nomor 12 Tahu11. .: 2011 ter1tahg 
Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan · 
(Lembaran Negara Republik Indonesia· Tahun 2011> 
Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Repu'blik 
Indonesia Nomor 5234) sebagaimana .telah .diuha.h · 
dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun2019te.11tar1g 
Perubahan Atas Undang-Undang NomorLz 'tahun20lt··· 
tentang Pembentukan Peraturan PerUridang~1.h1da11g;an 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun /2019 
Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republilt 
Indonesia Nomor 5398); · · · · 

a. bahwa untuk mewujudkan kolaborasi yang terintegra.si 
antara Pemerintah, Pemerintah Daerah .dan Masya.ra.k:at: 
melalui penguatan deteksi dan cegah ·•· dini terh~da.p · 
berbagai bentuk ancaman, tantangan, hambatan dan · 
gangguan (ATHG) di daerah ; 

b. bahwa Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 
2018 tentang Kewaspadaan Dini di .. · ]Jaefa.h 
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Mellteri 
Dalam Negeri Nomor 46 Tahun. 20.19 · m.aka. 
Penyelenggaraan Kewaspadaan . Dini di Daerah serta, 
guna mendorong terciptanya stabilitas keamanan dart ..... 
terwujudnya pembangunan . yang .· berkelanjutan cli .. 
daerah serta mengantisipasi munculnya berlJa.gai .. 
bentuk ancaman, tantangan, hambatan, dan ganggllan 
perlu dibangun kewaspadaan dini yang dilaku.k:an 
melalui kolaborasi an tar pemangku kepentingan; ... 

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimaha 
dimaksud dalam huruf a clan huruf 
menetapkan Peraturan Gubernur 
Penyelenggaraan Kewaspadaan Dini; 

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 
GUBERNUR KALIMANTAN BARAT, 

PENYELENGGARAAN KEWASPADAAN DINI 

PERATURAN GUBERNUR KALIMANTAN BARAT 

NOMOR tf TAHUN 2022 

TENT ANG 

GUBERNUR .KALIMANTAN ·BARAT 

Mengingat 

Menimbang 



Dalam Peraturan Gubernur ini yang dimaksud dengan: 
1. Daerah adalah Provinsi Kalimantan Barat. 
2. Pemerintah Daerah adalah Gubemur sebagai 

pemerinta.han daerah yang memimpin .., ...... _.<;U.,.oa.J.ioccuJ. 

yang menjadi kewenangan Provinsi 
3. Gubemur adalah Gubemur Kalimantan Baral. 
4. Bupati/Walikota adalah Bupati/Walikota di 
5. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris 
6. Perangkat Daeralr/Biro adalah Perangkat 

Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat. 

Pasal 1 

KETENTUAN UMUM 

BABI 

Menetapkan 

MEMUTUSKAN : 

3. Undang-Undang Nomor 23 • Tahun . 2Ql4 teritc111g 
Pemerintahan . Daerah (Lembaran. • N'egarc1. iil~-eP\lbli~\ ......• f·.········ 
Indonesia Tahun 2014 .. N01nor .<24-5., Ta.mb§lha1\>.<·· -; · ... 
Lembaran Negara Repubhk.· Iridonesia···· Non1or S587}····. 
sebagaimana telah beberapa .• ·kaH diuba.hidan teral<hir·/ .· 
dengan Undang-Undang Nomor l Tahun 2022 tefitang · .: · 
Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pu.sat clan 
Pemerintahan Daerah (Lerribaran· Negara.Repµblik. 
Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, .Tambahan Lem.baran. 
Negara Republik Indonesia Nomor 6757); . . . . .. 

. · .· 

4. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2022 tentang>Provir1si · 
Kalimantan .. Barat [Lembaran Negara Reptlblik 
Indonesia Tahun 2022 Nomor 9, Trunba.han.Le1nbara.n 
Negara Republik Indonesia Nornor 6780); ... · . 

5. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017tentahg. 
Pembinaan . dan ... Pengawasan .. Penyelenggapaap 
Pemerintahan Daerah {Lembaran .. ··Negara Rep~plik 
Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lernbara.n 
Negara Republik IndonesiaNornor 6041); . . 

6. Peraturan Presiden Nomor 67 Tahun .·. 2013 tehta.11g . 
Koordinasi Intelijen Negara (Lembaran Negara Republik 
IndonesiaTahun 2013 Nomor 171); .. ·. ·· .. · 

7. Peraturan Menteri Dalam Negeri 
tentang Kewaspadaan Dini di 
Republik Indonesia Tahun 
sebagaimana telah diubah dengan 
Dalam Negeri Nomor 46 
Perubahan Atas Peraturan 
Nomor 2 Tahun 2018 tentang 
Daerah (Berita Negara Republik 
Nomor 815); 



20. 

19. 

18. 

17. 

16. 

15. 

14. 

13. 

12. 

. . . . 

Ancaman, Tantangan, Hambatan, Gangguan yang selanjutnya disihgkat 
ATHG adalah setiap upaya pekerjaan, kegiatan, dan 'tindakan, bailqdari 
dalam negeri maupun luar negeri yang dinilai dan/atal.l dibuktika.n<:1..a.pat 
membahayakan keselamatan bangsa, keamanan, kedaulatan, keutul}an·· 
wilayah Negara Kesatuan Republiklndonesia.dan kepentingan na.si()naldi 
berbagai aspek baik ideologi, politik, ekonomi, . sosial, dan bucfaya. 
maupun pertahanan dan keamanan. .·· .. · .• 
Pencleteksian dan Pencegahan Dini adalah segala usaha, atau k:egi~tih1 . 
yang dilakukan secara langsung maupun tidak Jang~l1ng untul·{ 
mendeteksi dan mencegah pennasalahan yang 1neIT1pengap.ihJ 
penyelenggaraan pemerintahan. .: ·· · ·. .: · 
Forum Kewaspadaan Dini Masyarakat yang selanjutnya disi#gkat FI(])1VL 
adalah wadah bagi elemen masyarakat yang dibentuk dalam rangka .. ·.·. 
menjaga clan memelihara kewaspadaan dini masyarakat. .· ·. / > > 

Forum Pembauran Kebangsaan yang selanjutnya di~ingkEttFPK a.d~lah . 
wadah informasi, komunikasi, konsultasi, dan .kerjasama antEtra y;grga . 
masyarakat yang diarahkan untuk menurnbuhkan, memarttapka.11, 
memelihara dan mengembangkan pembauran kebangsaan. · · · .. · · 
Forum Kerukunan Umat Beragama yang .·•.selanjutnya disingk:at tI{U]3.i.> I 
adalah forum yang dibentuk oleh masyarakat .· .dan .difa.silitc-1si pl.(:;hii.······· ; 
Pemerintah dalam rangka membangun, memelihara, dan me1nbercta.yctka11. .. 
umat beragama untuk kerukunan clan kesejahteraan. .· ·· · .· .. · · 
Forum Koordinasi Pencegahan Teroris1neya11g selartjlitnya cliseb~tF'I(P'I' .... ii•····. 
adalah organisasi yang dibentuk oleh Badan Nasional Pe11a11ggµlapga-11 •. ·.·• ....•... 
Terorisme (BNPT) di tingkat daerah sebagaiinitra strategi~. ~NJ?T>.cla.la.ri:r · 
melaksanakan tu gas koordinasi pencegahan .terorisme ··.·•·· .. di cla.erah .. ~::~::~~n ~::::::i::::u;::e:;;!;:!;:d:::~ttt/·Or!Tl~.s· .... ac1a1~1) 
organisasi yang didirikan dan dibentuk oleh masyarakat secara suka1·e:;Ia 
berdasarkan kesamaan aspirasi, kehendak, ... kebutuhan,/kepepti~g#i,•.·· .: · 
kegiatan, dan tujuan untuk berpartieipasi dalani pem1:)angunair cle111i ... · 
tercapainya tujuan Negara Kesatuan . Republik .Jnclonfsia. .:yctng 
berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negai·a . .Repttblik · 
Indonesia Tahun 1945. · · ·· · · ·· .· · · ·· · · 

Sistem siaga dini ( early uiarninq system) adalah upaya pre'ilenti( 1111.tuk 
mencegah terjadinya penyebaran paham dart .aksi .terorisme ya11.g 

;;;7:c"':::sy:;::: seperangkat nilai dalam . ~ilicf i gag~~K .. 
pandangan, dan norma yang bersifat luhur, bijaksana, dan. 'ba.ik yatlg ..": 
hid up dan berkembang dalam kehidupanbermasyarakat di daerah. > · · .· 

Sistem Manajemen Informasi Intelijen adalah ra.11gkaian j1iforrric1Ji cia.n .. '. 
data mengenai kejadian yang terjadi di masyarakat ya.rig di1:su~un s~Caya 
sistematis, menyeluruh, terpercaya dan .terintegrasi .• denga:n·· basis 
teknologi. ·· · · 

11. 

10. 

9. 

7. Instansi Vertikal adalah Instansi Vertikal yang berkedudukan di/Pl'ovinsi 
Kalimantan Barat. . . ·.. . .. ~ .. 
Badan Kesatuan Bangsa clan Politik yang selanjutnya disebut I3adari> 
Kesbangpol adalah Perangkat Daerah yang melaksariakan 
pemerintahan di bidang kesatuan bangsa clan politik. . 
Kewaspadaan Dini adalah serangkaian upaya/tindakan. . .·.·.•.·· 
menangkal segala potensi ancaman, tantangan, hambatan, dan ga.ngguili1 
dengan meningkatkan pendeteksian dan pencegahan dini. · · · .· 
Tim Kewaspadaan Dini yang selanjutnya disebut Tim Kewaspa.cla.ah.I)ini 
adalah tim yang dibentuk oleh Gubernur untuk membantu pela.ksanaan 
tugas Gubernur dalam pelaksanaan Kewaspadaan, · · .. · · 

8. 



KARO l'll:Ul'iGM:A T 0/UtllM.H 
M!ffl.'Ut ~A 

ffiJ"KUM l"lll§.l't .il:An:M 

Ir J. I I 

( 1) Kewaspadaan Dini dilakukan melalui Pendeteksian dan Pencegahan Dini 
dengan tahapan: 
a. pengumpulan data dan informasi; 
b. verifikasi dan validasi data, serta informasi; dan 
c. pelaporan. 

(2) Pengumpulan data dan informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 
huruf a meliputi: 
a. wawancara; 
b. observasi; dan 
c. analisis dokumen. 

(3) Verifikasi dan validasi data, serta informasi sebagaimana dimaksud pada 
ayat (1) huruf b meliputi: 
a. pemilahan data dan infonnasi; 
b. penyajian data dan informasi; dan 
c. penarikan kesimpulan. 

(4) Pelaporan sebagaimana dimaksud pada ayat (l) huruf c meliputi: 
a. pelaporan data dan informasi; dan 
b. rekomendasi. 

Pasal 4 

KEWASPADAAN DINI 

BAB II 

Ruang Lingkup Peraturan Gubemur ini meliputi: 
a. kewaspadaan dini; 
b. pelaksanaan; 
c. pembinaaan, pengawasan dan pelaporan; 
d. pemanfaatan teknologi informasi; dan 
e. Pembiayaan. 

Pasal 3 

(1) Maksud ditetapkannya Peraturan Gubernur ini adalah sebagai pedoman 
penyelenggaraan kewaspadaan dini di Daerah sesuai ketentuan yang 
berlaku guna mendorong terciptanya stabilitas keamanan dan terwujudnya 
pembangunan yang berkelanjutan di daerah serta mengantisipasi 
munculnya berbagai bentuk ATHG. 

(2) Tujuan ditetapkannya Peraturan Gubernur ini adalah: 
a. memberikan landasan hukum dalam penyelenggaraan kewaspadaaan 

dini di Daerah; 
b. meningkatkan kewaspadaan dini melalui kolaborasi yang terintegrasi 

antara peran Pemerintah, Pemerintah Daerah dan partisipasi 
Masyarakat demi terwujudnya stabilitas daerah dan pembangunan 
yang berkelanjutan di Daerah; 

c. meningkatkan koordinasi dan sinergitas antar Perangkat Daerah/Biro 
dan Instansi vertikal; dan 

d. mempermudah dan mempercepat dalam pengumpulan, pencatatan, 
pemantauan dan pelaporan data/informasi sebagai implementasi dari 
prinsip temu cepat dan lapor cepat. 

Pasal 2 



(5) 

(4) 

(3) 

..· .· 

Fasilitasi pelaksanaan kewaspadaan dini sebagaimana dimaksud pada 
ayat (1) dilakukan melalui: 
a. merencanakan, melaksanakan dan merumuskan 

kewaspadaan dini di Daerah; ... . .· .. · ... · .· 
b. mencari, mengumpulkan, mengoordinasikan dan rriengOIIll..l11ikasik:a.ri 

data serta informasi/bahan keterangan <lengan. herbagai u11~llr· 
intelijen negara lainnya mengenai potensi, gejala, .. atau .. peristiwa 
timbulnya ATHG di Daerah; . . . .. . . > 

c. mengoordinasikan fungsi dan kegiatan Kewaspadaan Dini Jerhadap 
potensi, gejala, atau peristiwa timbulnya ATHG diDaerah; dan., , ..... 

d. memberikan rekomendasi kepada Gubemur sebagai bahankebijctls:an 
yang berkaitan dengan Pendeteksian Dini dan Pencegaha1.1. J)ini 
terhadap ATHG di Daerah. · · · 

Gubernur melalui Badan Kesbangpol melakukan kolaborasi yang 
terintegrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1). 

Kolaborasi yang terintegrasi sebagaimana dimaksud .· pada ayat (3) ,· 
dilakukan me1a1ui proses bekerja sama antar untas sektoi: yang .. sa1ing 
keterkaitan sehingga data dari satu sektor secara rutin dapat melit1ta.s,. 
menuju atau diambil oleh sektor yang lain untuk merighasilkan g~ga~fln 
atau ide dan menyelesaikan masalah secara · bersama.,.sa.ma 
melaksanakan kewaspadaan dini. 
Masyarakat yang terwakili dalam forum yang terbentuk seba.ga.iriia.11.a 
dimaksud pada ayat (1) merupakan masyarakal ya.rig\\ k:ar¢na . 
kedudukannya dalam masyarakat dan organisasi kemasyarakatan 
dipandang sebagai tokoh agama, tokoh masyarakat, tokoh budaya, dan 
akademisi yang merupakan representasi masyarakat untuk: · · 

(2) 

Pemerintah daerah melalui Badan Kesbangpol memfasilitasipelaksa.naan 
kewaspadaan dini di Daerah melalui kolaborasi yang terintegrasi l>ersafua , 
perangkat daerah/biro dan instansi vertikal yang terkaitserta m~sYa1·aka.t 
yang terwakili dalam forum yang terbentuk antara lain FKDM, FPK, FKlTB 
dan FKPT. 

( 1) 

PELAKSANAAN 

Pasal 8 

BAB III 

Pelaporan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (4) huruf a yakni 
berupa laporan harian/mingguan/bulanan/tahunan secara berjenjang 
dan/ atau sewaktu-waktu jika diperlukan. 

Pasal 7 

Verifikasi dan validasi data serta infonnasi sebagaimana dimaks11d dalam 
Pasal 4 ayat (3) dilakukan dengan memberikan persetujuan dan status Iaporan 
dengan tingkatan/level situasi. 

Pasal 6 

Dalam pendeteksian dan pencegahan dini sebagaimana dimaksud dalam.Pasal 
4 ayat ( 1) dapat dilakukan melalui koordinasi dan sinergitas antara 
pemerintah, pemerintah daerah dan masyarakat. 

Pasal 5 

. ., _.,,,, ·,.• ·""·'····~········ .. ·: .·, .. ,;;, , • .. • •.•: .. • .. '-,·'""''"''...,"'"'"'"""""'"'""""'"'''''"'"''''"'''""""''"""""""'''"""""'""""""""'""'"'"""'''""'"'""'·''"""''"""'"''"'"'8,S',,,,.,.,,.,,,,,,,.,,,,.""''''''""''""'''' 



(1) Pengumpulan, pencatatan, pemantauan dan pelaporan data/informasi 
sebagai implementasi dari prinsip temu cepat dan lapor cepat di Daerah 
memanfaatkan teknologi informasi dalam suatu Sistem Manajernen 
Informasi Intelijen. 

(2) Sistem Manajemen Informasi Intelijen sebagaimana dimaksud pada ayat 
(1) memiliki fungsi yang meliputi: 
a. pelaporan situasi daerah; dan 
b. penyampaian data/ informasi potensi konflik. 

(3) Pelaporan situasi daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi: 
a. penyelenggaraan pemerintahan daerah; 
b. pelaksanaan program pembangunan; 
c. pelayanan publik; 
d. Ideologi; 
e. Politik; 
f. Ekonomi; 
g. Sosial; 
h. Budaya; dan 
i. Pertahanan dan keamanan. 

{4) Penyampaian data/informasi potensi konflik sebagaimana dimaksud pada 
ayat (2) meliputi : 
a. data rekam jejak konflik; dan 
b. data potensi konflik berdasarkan sumber konflik. 

Pasal 11 

PEMANFAATAN TEKNOLOGI INFORMASI 

BABV 

(1) Pembinaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (2) meliputi: 
a. koordinasi antar susunan pemerintahan; 
b. pemberian bimbingan, supervisi, dan konsultasi Kewaspadaan Dini; 
c. pengembangan kompetensi; dan 
d. perencanaan, penelitian, pengembangan, pemantauan, dan evaluasi 

pelaksanaan Kewaspadaan Dini. 
(2) Pengawasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (3) meliputi 

pengawasan atas pelaksanaan Kewaspadaan Dini di Daerah. 

Pasal 10 

(1) Gubernur melakukan pembinaan clan pengawasan terhadap pelaksanaan 
Kewaspadaan Dini. 

(2) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Dinas. 
(3) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh 

Perangkat Daerah terkait. 

PEMBINAAN, PENGAWASAN DAN PELAPORAN 

Pasal 9 

BAB IV 

a. menjaring, menarnpung, mngkoordinasikan dan rnengkomunikasikan 
data serta informasi dari masyarakat mengenai poter1siATHG; .. ··.·· · · · · 

b. menyelenggarakan forum dialog clengan masyarakat; 
c. menyalurkan aspirasi masyarakat; clan 
d. memberikan laporan infonnasi dan rekomendasi sebagai bahan 

pertimbangan. 



BERITA DAERAH PROVINS! KALIMANTAN BARAT 

ON 

SEK 1TARIS DAERAH 
PROV NSI KALIMANTAN BARAT, 

Diundangkan di Pontianak 
pada tanggal !\ ~"(" il..t~e .. i. ~4!~ 2-~,, 

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tangga.1 diundangkan. 

Pasal 13 

KETENTUAN PENUTUP 

BAB VII 

Pembiayaan pelaksanaan Peraturan Gubernur ini bersumber dari: 
a. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah; dan .. · .. . 
b. Sumber pendanaan lainnya yang sah dan tidak mengikat sesuaiketentuan 

peraturan perundang-undangan. 

Pasal 12 

PEMBIAYAAN 

BAB VI 


